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ABSTRAK  bahwa untuk meningkatkan peran personil dan fungsi  serta memberikan 
pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada 
masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang 
mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana 
setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;  
bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 
178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU No. 1 Tahun 
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf  
b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumetasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. 

  Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah: 

  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi 
Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia    Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana  
telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2016  tentang  
Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang     Nomor      7      Tahun      
2017      tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Kndonesia Tahun 
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran  Negara   Republik   Indonesia   Nomor   
6109); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi  
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian 
Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilu Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 189); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 786); eraturan Komisi Pemihan Umum Nomor 14 tahun 2020 
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal  
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 



Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/2015 
tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 
Publik di Lingkungan KPU; Keputusan  Sekretaris Jenderal KPU Nomor  
441/kpts/Setjen/tahun 2016 tentang pedoman penyediaan data dan informasi 
dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia; Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-
Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola 
Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor  12 Tahun 2022  

diatur tentang : 

  Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Minahasa Selatan. 
 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak 

tanggal ditetapkan tanggal 7 April 2022. 

- Lampiran 4 halaman 

 


